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BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sumbawa

Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

perlu menyusun Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian

Pengembangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016

Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016

tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN

TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan

Penelitian Pengembangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian:

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;

2. Subbidang Pertanian.

d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam;

2. Subbidang Sarana dan Prasarana.

e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang

yaitu :

1. Subbidang Sosial Budaya;



4

2. Subbidang Pemerintahan.

f. Bidang Penelitian Pengembangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Penelitian;

2. Subbidang Evaluasi Pembangunan.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan adalah unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan.

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian

pengembangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian

dan pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan dan

penelitian dan pengembangan;
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c. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan

penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;

e. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;

f. pembagian tugas koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi,

Bidang Fisik Dan Prasarana, dan Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan;

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris Badan

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan

perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan

kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

b. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
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e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan unit kerja;

f. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(RAD-PPK);

g. pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK);

dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 8

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut :

a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian,

keuangan dan perencanaan;

b. memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan

perencanaan;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

f. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(RAD-PPK);

g. melaksanakan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-

PPK);

h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 9

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
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(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian,

kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai

berikut:

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum

dan Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan

rapat-rapat Badan dan pendokumentasian kegiatan Badan;

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;

d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan

di lingkungan kerja;

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan

perlengkapan kantor dan aset lainnya;

f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan Badan;

g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan

inventarisasi barang-barang inventaris;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;

i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan

data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;

j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta

pemberian penghargaan;

k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian

pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji

pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

kepemimpinan, teknis dan fungsional;

m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin

pegawai;

o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis

dan fungsional;

p. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
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q. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi pengelolaan keuangan.

Pasal 12

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian

Keuangan;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin

maupun pegawai;

c. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;

d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;

e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

f. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan

menganalisis bahan kebijakan bidang keuangan;

g. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan

keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

h. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;

i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program

Pasal 13

(1) Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Badan.
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(2) Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi penyusunan program.

Pasal 14

Rincian tugas Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program adalah

sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi

Penyusunan Program;

b. merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;

c. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan

menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

e. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan

Badan;

f. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan

tahunan Badan;

g. melakukan fasilitasi, koordinasi dan melaksanakan Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK);

h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan

Program;

j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bidang Ekonomi

Paragraf 1

Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 15

(1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan;

(2) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

(3) Bidang Koordinasi Kepala Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :



10

1) Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (DISKOPERINDAG);

2) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (DISBUDPAR);

3) Dinas Kelautan Dan Perikanan (DISLUTKAN);

4) Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan (DISTANBUNNAK);

5) Dinas Ketahanan Pangan (DKP);

6) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP);

7) Badan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPAD); dan

8) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

9) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD).

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2),

Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian,

perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan

perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia

usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan,

pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset

Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi yang

meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan

perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM, kebudayaan,

pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset

Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonmi yang meliputi bidang-bidang :

pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi,

industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu, dunia usaha dan UMKM, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan

ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;

d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

daerah bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian,

perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan

perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia
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usaha dan UMKM, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi,

keuangan, pendapatan dan aset Daerah;

e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang

ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan,

kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM,

kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan

dan aset Daerah;

f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan,

peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan,

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan

UMKM, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan,

pendapatan dan aset Daerah;

g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam lingkup

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi

bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan

perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM, kebudayaan,

pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset

Daerah;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan

kegiatan pembangunan Subbidang Dunia Usaha dan UMKM dan Subbidang

Pertanian; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 17

Rincian tugas Kepala Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi

yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan

dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM, kebudayaan,

pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset

Daerah;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan,
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kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM,

kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan

dan aset Daerah;

c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;

d. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD dalam lingkungan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian,

perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan

perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia

usaha dan UMKM, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi,

keuangan, pendapatan dan aset Daerah;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang :

pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi,

industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu, dunia usaha dan UMKM, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan

ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang :

pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi,

industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu, dunia usaha dan UMKM, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan

ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;

l. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang

ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan,

kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM,

kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan

aset Daerah;

m. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan

Subbidang Dunia Usaha dan UMKM dan Subbidang Pertanian;

n. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Subbidang Dunia Usaha dan UMKM dan Subbidang Pertanian;

o. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan

pembangunan Subbidang Dunia Usaha dan UMKM dan Subbidang

Pertanian;
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p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang

Ekonomi; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Dunia Usaha Dan UMKM

Pasal 18

(1) Subbidang Dunia Usaha Dan UMKM dipimpin oleh Kepala Subbidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Ekonomi.

(2) Kepala Subbidang Dunia Usaha Dan UMKM mempunyai tugas

merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan

daerah dalam bidang-bidang : koperasi dan UMKM, industri dan

perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

pemberdayaan ekonomi masyarakat, pariwisata keuangan, pendapatan dan

asset Daerah

Pasal 19

Rincian tugas Kepala Subbidang Dunia Usaha dan UMKM adalah sebagai

berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;

b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada bidang-

bidang : koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pariwisata keuangan, pendapatan dan asset Daerah ;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada

bidang-bidang : koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pariwisata keuangan, pendapatan dan asset Daerah;

d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada

bidang-bidang : koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pariwisata keuangan, pendapatan dan asset Daerah;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada

bidang-bidang : koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, penanaman
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modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pariwisata keuangan, pendapatan dan asset Daerah;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada

bidang-bidang : koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pariwisata keuangan, pendapatan dan asset Daerah;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada

bidang-bidang : koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pariwisata keuangan, pendapatan dan asset Daerah;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada

bidang-bidang : koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pariwisata keuangan, pendapatan dan asset Daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah) pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi

Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;

c. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah) pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi

Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;

d. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;

e. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;

i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Dunia Usaha dan

UMKM;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pertanian

Pasal 20

(1) Subbidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Ekonomi.
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(2) Subbidang Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan

mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta

mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam bidang-bidang:

pertanian dan tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, ketahanan

pangan, kelautan, perikanan dan teknologi tepat guna (TTG)..

Pasal 21

Rincian Tugas Subbidang Pertanian adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pertanian;

b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman pangan,

kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan

teknologi tepat guna (TTG);

c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman

pangan, kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan

dan teknologi tepat guna (TTG);

d. merancang bahan kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman pangan,

kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan

teknologi tepat guna (TTG);

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman

pangan, kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan

dan teknologi tepat guna (TTG);

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman

pangan, kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan

dan teknologi tepat guna (TTG);

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman

pangan, kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan

dan teknologi tepat guna (TTG);

h. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman pangan,

kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan

teknologi tepat guna (TTG);

f. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pertanian;

g. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pertanian;

h. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pertanian;
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i. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pertanian ;

i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pertanian;

j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Fisik Dan Prasarana

Paragraf 1

Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana

Pasal 22

(1) Bidang Fisik Dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

(2) Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana.

(3) Bidang Koordinasi Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana adalah sebagai

berikut:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

(BAPPEDA & LITBANG);

2) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Pemukiman

(DPU-PRPP);

3) Dinas Perhubungan (DISHUB);

4) Dinas Lingkungan Hidup (DLH);

5) Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMIMFO);

6) Dinas Pemadam Kebakaran (DISDAMKAR); dan

7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2),

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang :
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perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum,

penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi

dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam

kebakaran dan penanggulangan bencana;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan

pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,

sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik dan

prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan

Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam,

lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;

d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan

pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,

sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang

pekerjaan fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan

pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,

sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang

fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan

pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,

sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan

bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan

pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,
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sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana.

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan

kegiatan pembangunan  Subbidang Pengembangan Wilayah dan

Sumberdaya Alam dan Subbidang Sarana dan Prasarana; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 24

Rincian tugas Kepala Bidang Fisik dan Prasarana adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik dan

prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan

Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam,

lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan

pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,

sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan bidang fisik dan

prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan

Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam,

lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;

d. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD dalam lingkungan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang :

perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum,

penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi

dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam

kebakaran dan penanggulangan bencana;

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-

bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan

umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan,
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komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup,

pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;

f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-

bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan

umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan,

komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup,

pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;

g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang

fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan

pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,

sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan

Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam dan Subbidang

Sarana dan Prasarana;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam dan Subbidang

Sarana dan Prasarana;

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan

pembangunan Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam

dan Subbidang Sarana dan Prasarana;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Fisik

dan Prasarana; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Pasal 25

(1) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam dipimpin oleh

Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

(2) Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam mempunyai

tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan
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daerah dalam bidang-bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang,

perumahan dan pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan

hidup.

Pasal 26

Rincian tugas Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam

adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pengembangan Wilayah

dan Sumberdaya Alam;

b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan hidup ;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan hidup;

d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan hidup;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan hidup;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan hidup;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan

pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan hidup;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

tata ruang wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan,

penataan ruang, perumahan dan pemukiman, sumber daya alam dan

wilayah, dan lingkungan hidup;

j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan

bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan

dan pemukiman, sumber daya alam dan wilayah, dan lingkungan hidup;
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k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya

Alam;

l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya

Alam;

m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya

Alam;

n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengembangan Wilayah dan

Sumberdaya Alam;

o. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Wilayah

dan Sumberdaya Alam;

p. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Sarana Dan Prasarana

Pasal 27

(1) Subbidang Sarana Dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Subbidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik

dan Prasarana.

(2) Kepala Subbidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan,

mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam

bidang-bidang : pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan

informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana.

Pasal 28

Rincian tugas Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana;

b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika,
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penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan

bencana;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika,

penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan

bencana;

d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika,

penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan

bencana;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan

informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan

informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika,

penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan

bencana;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika,

penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan

bencana;

i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Sarana dan Prasarana ;

j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Sarana dan Prasarana ;

k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Sarana dan Prasarana ;

l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Sarana dan Prasarana;

m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Sarana dan Prasarana;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
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o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Paragraf 1

Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Pasal 29

(1) Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan

secara administratif berkoordinasi oleh Sekretaris Badan.

(2) Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi  perencanaan pembangunan di bidang sosial

budaya dan pemerintahan

(3) Bidang Koordinasi Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan adalah

sebagai berikut :

1) Semua Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten

Sumbawa Barat;

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) kecuali Bidang

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (PEM &

TTG),

3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SETWAN),

4) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP),

5) Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (KESBANGPOLDAGRI),

6) Inpektorat Daerah;

7) Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

8) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS);

9) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (DISDIKPORA);

10) Dinas Sosial (DISSOS);

11) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);

12) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anal (DPPKB-PP & PA);

13) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

14) Dinas Kesehatan (DIKES);

15) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “As Syifa”;

16) Bidang Kebudayaan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (DISBUDPAR)
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17) Kecamatan yang terdiri dari  8 (delapan) Kecamatan; dan

18) Kelurahan  yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2),

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi

bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan,

pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan

trasmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan

kesejahteraan rakyat;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya dan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang :

sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan

olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi,

kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial

budaya dan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya,

pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga,

pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi, kepegawaian,

kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan

Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya dan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang :

sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan

olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi,

kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial

budaya dan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya,

pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
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desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga,

pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi, kepegawaian,

kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan

Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang

sosial budaya dan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial,

budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan

olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi,

kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang :

sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan

olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi,

kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan

kegiatan pembangunan  Subbidang Sosial Budaya dan Subbidang

Pemerintahan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan adalah sebagai

berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial

budaya dan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya,

pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga,

pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi, kepegawaian,

kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan

Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

sosial budaya dan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial,

budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan
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pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan

olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi,

kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

dan Pemerintahan;

d. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD dalam lingkungan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi

bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan,

pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan

trasmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan

kesejahteraan rakyat;

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi

bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan,

pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan

trasmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan

kesejahteraan rakyat;

f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi

bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan,

pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan

trasmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan

kesejahteraan rakyat;

g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang

sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial,

budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan

olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan trasmigrasi,

kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;
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h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan

Subbidang Sosial Budaya dan Subbidang Pemerintahan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Subbidang Sosial Budaya dan Subbidang Pemerintahan;

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan

pembangunan Subbidang Sosial Budaya dan Subbidang Pemerintahan;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Fisik

dan Prasarana; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Sosial Budaya

Pasal 32

(1) Subbidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Subbidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan.

(2) Kepala Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan,

mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam

bidang-bidang : sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga,

pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Subbidang Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Sosial Budaya;

b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan

pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan

pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat;

d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan
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pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga,

pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga,

pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan

pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan

pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana dan kesejahteraan rakyat;

i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Sosial Budaya ;

j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Sosial Budaya;

k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Sosial Budaya;

l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Sosial Budaya;

m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Sosial Budaya;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pemerintahan

Pasal 34

(1) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan.
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(2) Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan,

mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam

bidang-bidang : pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan,

ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak dan perlindungan masyarakat.

Pasal 35

Rincian tugas Kepala Subbidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan, ketenagakerjaan

dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

perlindungan masyarakat;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan, ketenagakerjaan

dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

perlindungan masyarakat;

d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan, ketenagakerjaan

dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

perlindungan masyarakat;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah bidang pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan,

ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak dan perlindungan masyarakat;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah bidang pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan,

ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak dan perlindungan masyarakat;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan, ketenagakerjaan

dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

perlindungan masyarakat;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang pemerintahan, pemerintahan desa, pengawasan, ketenagakerjaan

dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

perlindungan masyarakat;
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i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pemerintahan ;

j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pemerintahan;

k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam

lingkungan koordinasi Subbidang Pemerintahan;

l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pemerintahan;

m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian Pengembangan

Paragraf 1

Kepala Bidang Penelitian Pengambangan

Pasal 36

(1) Bidang Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

(2) Kepala Bidang Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan

umum dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya,

pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA

(sumber daya alam), lingkungan hidup.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2),

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan

perencanaan umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana

dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan
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umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan

prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian

dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang

ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah,

pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan

umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan

prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang

penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum

bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana

wilayah, pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang

penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum

bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana

wilayah, pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan

bidang penelitian dan pengembangan ;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan

kegiatan pembangunan Subbidang Penelitian dan Subbidang Evaluasi

Pembangunan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 38
P

Rincian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai

berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian

dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang

ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah,

pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang

penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum

bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana

wilayah, pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;
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c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan

pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang ekonomi,

sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah,

pengembangan wilayah, SDA, lingkungan hidup;

d. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan RKPD dalam lingkungan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan;

f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan daerah bidang penelitian  dan pengembangan;

g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang

penelitian dan pengembangan ;

h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan

Subbidang Sosial Budaya dan Subbidang Pemerintahan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Subbidang Subbidang Penelitian dan Subbidang Evaluasi Pembangunan;

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan

pembangunan Subbidang Penelitian dan Subbidang Evaluasi Pembangunan;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang

Penelitian dan Pengembangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Penelitian

Pasal 39

(1) Subbidang Penelitian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan.

(2) Kepala Subbidang Penelitian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengkompilasi hasil

penelitian, serta evaluasi hasil penelitian dalam rangka perumusan

kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 40

Rincian tugas Kepala Subbidang Penelitian adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Penelitian;
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b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang penelitian dan pengembangan;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang penelitian dan pengembangan;

d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang penelitian dan pengembangan;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang penelitian dan pengembangan;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang penelitian dan pengembangan;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang penelitian dan pengembangan;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

bidang penelitian dan pengembangan;

i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang penelitian dan

pengembangan;

j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang penelitian dan

pengembangan;

k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang penelitian dan pengembangan;

l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Penelitian;

m. melaksanakan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan

kinerja (PK) lingkup pemerintah daerah;

n. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan;

o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan

Pasal 41

(1) Subbidang Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Penelitian dan Pengambangan.

(2) Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah di
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bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana

wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan hidup.

Pasal 42

Rincian tugas Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan adalah sebagai

berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Evaluasi Pembangunan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian pembangunan

Daerah bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan

prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan hidup;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian

pembangunan Daerah bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan,

sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan

hidup;

d. merancang bahan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian

pembangunan Daerah bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan,

sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan

hidup;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian

pembangunan Daerah bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan,

sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan

hidup;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian

pembangunan Daerah bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan,

sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan

hidup;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian

pembangunan Daerah bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan,

sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan

hidup;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian

pembangunan Daerah bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan,

sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA dan lingkungan

hidup;

i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang evaluasi pembangunan;

j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang evaluasi pembangunan;

a. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang evaluasi pembangunan;
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b. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja

dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

dalam lingkungan koordinasi Subbidang Evaluasi Pembangunan;

c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Evaluasi

Pembangunan;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 43

(1) Di bawah struktur kelembagaan Badan dibentuk Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Badan sebagai pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan

atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Badan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 44, terdiri dari

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)

dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang  Jabatan  Fungsional  sebagaimana  dimaksud  pada ayat

(1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 46

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara

eselon IIb.

(2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT Badan merupakan

jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Para pejabat di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta

sumber lain yang sah.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja

Badan dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing

maupun antar unit kerja dalam lingkungan Badan serta instansi lain sesuai

dengan tugas masing-masing.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, wajib mengawasi

bawahannya  masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Pasal 51

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan bertanggung jawab dalam

memimpin dan membina  bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada

atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan  tepat pada

waktunya.

Pasal 53

Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, wajib

mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan,

petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran  pelaksanaan

tugas.

Pasal 54

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas,  wajib menyampaikan laporan

kepada Bupati dan  tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja

perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

Pasal 55

(1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka

diwakili oleh Sekretaris Badan;

(2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka

diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan dengan

memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 56

Badan dalam melaksanakan tugas pembantuan:

a. wajib berkoordinasi dengan badan penyelanggara urusan pemerintahan yang

sama dan atau instansi lain yang relevan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara

Barat; dan
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b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan

kepada Menteri dan badan penyelenggara urusan pemerintahan yang sama

dan atau instansi lain yang relevan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa

Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun 2013 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A.AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 40….……
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2017
TANGGAL 20 Maret 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DANPENELITIAN PENGEMBANGAN

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

KEPALA
BADAN

BIDANG
FISIK & PRASARANA

UPTB

SUBBID
PERTANIAN

SUBBID
DUNIA USAHA &

UMKM

BIDANG

EKONOMI

BIDANG
SOSBUD &

PEMERINTAHAN

SUBBID
SARANA &

PRASARANA

SUBBID
PENGEMB. WIL. &

SDA

SUBBID
PEMERINTAHAN

SUBBID
SOSIALBUDAYA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
KOORD PENYS

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
UMUM &

KEPEGAWAIAN

BIDANG
LITBANG

SUBBID
EVALUASI PEMBNGN

SUBBID
PENELITIAN


